- PEMERINTANH KABUPATEN PESISIR SELATAN @
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

\I/ DAN PEMADAM KEDAKARAN |
JIUH Agus Balim lcl[l(()?ﬁﬂ) 21607-2104¢
PAINAN

T A T ST

L : BAKARAN
KEPUTUSAN KEPAL ‘-\'I'UK\N_I‘!.?]..ISI_I‘.r\MUN(.lJ!AlA-l!ANJJ,MAD_AMJSL
TUSAN KEPALA SATU LONG 2RI
KAUUPATEN RESISULSELATAN
NOMOR: 33201/ | /Kpts/SATIOLPP & DMK-PS/2017

TENTANG

i 5 AERAH
PENUNJUKAN PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA ORGANISASI PERANGI:!AT D
| SATUAN POLISL PAMONG PRAIA DAN PEMADAM KEBAKARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
. . KABUPATEN PESISIR SELATAN,
yepalan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong

ahwa dalam ranpka pet
Praja esisir Selatan, maka perlu

hRaiFIRD S Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten P '
(hl.n';unk Petupas Tindak Internal ]);lltln Sfuu:m Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Rebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. 5
b Gahwa untulk Penunjulan Petugas Internal lur,xghul perlu ll,ll{.‘.l.lp an
pala Satuan Polisi Pamong Praja dan

dengan surat Keputusan Re it
Kabupaten Pesisir Selatan.

12 Tahun 1956 tentang pembentukan Dacrah
Otonom  Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumul'cra
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
Jis Undang-Undang prt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor
a1t Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
i Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Pernadanm Kebakaran
Mengmgat 1. Undang-Undang Nomor

Tengah (

Nomor 1O

]h-|.i).
y 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Repulile Tndonesia Tahune 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Repuablik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi (

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3373),

(o]
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Menetapkan

50 Tabun 20035 tentang yengelolaan
ara Republik Indonesia Tahun 2005
Hepublik Indonesla Homor

Peratuean Pemerintah Nomor
Cenangan Daerah (Lembaran tieg
Neemotr 140, Tambahan Lembaran Hegara
A

;:r(:ﬁ:.;rzn Pemerinizh Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoma:
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pr.-fnr,n’nuhan Dugr:r
{Lembaran NegaTa Fepubliv Indonesia tahun 2005 ft(lr’{r_nor 5.
Tamiahan Lerabaran Negara Republiv Indonesia Normor 459%); )
Peraturzn Pemerintah flepubhik Indunecia Womor '6 Tahun 2010
lL-r;'_'ang szruan Pohsi Pamong Praja (Lembaran Negara Rv:put;)lllit
Indonecz Tahun 2010 Nemor 9, Tambahan Lembaran Negara Republix
Irdonesia Nomer 5094);

Pei(.‘;::rzn pemerintah Republik Indonesia Nomor '6 Tahun 2%}&
tertang Satuan Polisi pamong Praja (Lembaran Negara Repub“k
Irdonesia Tahun 2010 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Repu
ndenesiz Nomor 5094);

Li;rh:q ?emc-nma;z Nomor 8 Tzhun 2016 Tentang Susunan

il

;3‘."::?.':5354 Tatz Kerja;

?ffa:urzr. vienteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun'2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerzh;

peraturan Daerah Xabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun Anggaran 2016; .
peraturan Daerzh Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016

tentang Pembentukan Organisas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Prajs Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
Deraturan Bupatl Pesisir Selatan Romor Tahun 2016 tentang
Penjznaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN

Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini
sebagai Petugas Tindak Internal (PTI) pada Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
Petugas Tindak Internal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
bertanggung jawab sebagai berikut : :

1. Melaksanakan Pengawasan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran.

2. Memberi Sanksi Tindakan Disiplin terhadap Anggota Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang melanggar kode etik
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Pesisir Selatan.

3. Mengevaluasi kehadiran serta memberikan laporan kepada
Pimpinan setiap bulannya melalui rekapitulasi kehadiran
Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Memberikan peringatan dan Pembinaan terhadap anggota Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang terbukt
melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku dilingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Pesisir Selatan.
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w nlllr':; ‘I.IHM| an tupgas sebagal Peppawas Pada Rumah Dinas Bupatl
. -+ ’

dan s upall, Kantor Bupati, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

; cmadam Kebakaran dan Pasko Carocok Palnan,

Sepal: A\

d“';l":':":::llr):-;):(;ldn;fz)ndl'(lllllrr:::lrl".?lr'\Pa_kibnt dlke‘:unr’kann'ja Keputusan ini,
Daerah Satuan Polisi P ‘ -l‘\.‘.aman Anggaran Organisasi Perangkat
Posisir Sols list Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
I(-‘llll‘nr atan Tahun 2017, pada keglatan Penyedlaan Jasa Penpamanan
: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

EETIGA

ELEMI'AT
KILIMA

Ditetapkan di :  Painan

Tanggal . 03 Januari 2017
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
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KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN & PEAIGRAN ExMnan

NOMOR -
2,
TANGGAL o3 l’:é \ /Kpts/SATPOL.PP & DMK-PS/2017
X UA
TENTANG PENUN UKRAI -
PERAN]GI{A N PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA ORGANISASI
T DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NO NAMA JABATAN 1 KETERANGAN \
1 EPI YUDIANTO KANIT PTI } Penpawas Pikel Rumah Bupali \
27 |YUSRILS T TANGGOTA PTI Pencawas  Piket Rumah Wakil
Bupati
IRWAN YS ANGGOTA PTI \ Penecawas Piket Kantor Satpal PPJ
. 4 | INDRA ANGGOTA PTI \mlgms_mm&nmﬂﬂm J
5 INDRA LESMANA ANGGOTA PTI \Eﬂmﬂmﬂﬁu&mﬂ J
Ditetapkan di : Painan
Tanggal 03 Januari 2017
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